




5. Mendesak Kemendikbudristek RI bekerja sama dengan BUMN untuk
menggagas skema pembiayaan pendidikan dalam bentuk pinjaman dengan
bunga rendah dan masa tenggang pembayaran yang panjang, sebagai
alternatif untuk menjawab permasalahan mahalnya biaya pendidikan tinggi.

6. Mendorong Kemendikbudristek RI untuk mengevaluasi kebijakan hibah
(waktu dan jumlah bantuan), antara lain dengan mempertimbangkan kondisi
perguruan tinggi, memperluas bantuan untuk LPK berstandar industri, dan
sertifikasi industri untuk dosen vokasi.

7. Mendorong Kemendikbudristek RI untuk mengevaluasi kebijakan akreditasi
sesuai dengan bentuk perguruan tinggi sebagaimana diatur dalam UU No.12
Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, mengingat keenam bentuk
perguruan tinggi (univesitas, institut, sekolah tinggi, politeknik, akademi, dan
akademi komunitas) memiliki karakteristik penyelenggaraan yang berbeda.

8. Mendesak Kemendikbudristek RI menyusun kebijakan pengembangan unit
bisnis di PTN antara lain melalui komersialisasi hasil penelitian dan inovasi
serta pemanfaatan fasilitas di perguruan tinggi, agar pembiayaan pendidikan
tidak bergantung pada APBN dan mahasiswa.

9. Pandangan dan gagasan dari perwakilan PTS dan narasumber lainnya,
menjadi salah satu pertimbangan Panja Pembiayaan Pendidikan Komisi X
DPR RI, untuk melakukan evaluasi terhadap distribusi dan rincian 20%
anggaran fungsi pendidikan dalam APBN.

10. Mendorong Kemendikbudristek RI untuk berkoordinasi dengan Kemenkeu RI
untuk mengevaluasi kebijakan pajak pendidikan agar _mengurangi beban�---­
penyelenggaraan pendidikan tinggi.

C. Panja Pembiayaan Pendidikan Komisi X DPR RI mengharapkan agar para
narasumber menyampaikan jawaban tertulis atas pertanyaan anggota Panja
yang belum terjawab, dan disampaikan paling lambat tanggal 8 Juli 2024 kepada
Sekretariat Komisi X DPR RI.

D. Bahan paparan dan masukan yang disampaikan para narasumber menjadi
bagian tidak terpisahkan dari RDPU hari ini, dan substansinya akan menjadi
rujukan dalam penyusunan rekomendasi Panitia Kerja Pembiayaan Pendidikan
Komisi X DPR RI kepada Pemerintah.

Ill. PENUTUP 
Rapat ditutup pada pukul 14.05 WIB. 
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